
Mengingat 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 77 
ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan 
Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah 
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan 
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan di Lingkungan 
Dinas Kesehatan; 
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerab-daerah Kabupaten Dalam 
Llngkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 
tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

Menimbang 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun
2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1676);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun
2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213);



MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG
DAN/ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DI
LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah
fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan
masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan
lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

8. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan
pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari
manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis
penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat
berpengaruh pada kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat.

9. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut
Pemimpin BLUD, adalah pemimpin pada badan layanan umum daerah
pusat kesehatan masyarakat dan laboratorium kesehatan.

10. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/
personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan
Langsung, dan/atau e-purchasing pada Badan Layanan Umum Daerah
Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan.

11. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah
pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa
administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang dan/atau jasa pada Badan
Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium
Kesehatan.

12. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah
tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan
barang dan/atau Jasa pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan
masyarakat dan laboratorium kesehatan.



13. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

14. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah Pelaku Usaha yang menyediakan
barang dan/atau jasa berdasarkan kontrak.

15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat
yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh
Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.

16. Panitia Pengadaan adalah Tim/Unit pada organisasi BLUD atau tim/unit
tersendiri yang dibentuk oleh pemimpin BLUD yang ditugaskan secara
khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna
keperluan BLUD.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi
pengelola BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan dalam
melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa khususnya metode
pengadaan yang digunakan sesuai dengan jenjang nilai pengadaan barang
dan/atau jasa.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
a. memberikan kepastian hukum dan fleksibilitas dalam melaksanakan

pengadaan barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas dan Laboratorium
Kesehatan; dan

b. sebagai pedoman dalam penentuan metode pengadaan barang dan/atau
jasa.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa; dan
b. jenjang nilai pengadaan barang dan/atau jasa.

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/JASA

Pasal 4

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas dan Laboratorium
Kesehatan dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi
pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah.

(2) BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan dapat diberikan fleksibilitas
berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau
efisiensi.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap
pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
a. jasa layanan;



b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

(4) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau
jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dengan mengikuti
prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminasi, akuntabilitas, dan
praktek bisnis yang sehat.

(5) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari
hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari
pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa
yang berlaku bagi BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang disetujui oleh pemberi
hibah dimaksud.

(6) Pengadaan Barang dan/atau jasa oleh BLUD Puskesmas dan Laboratorium
Kesehatan dapat menggunakan mekanisme e-purchasing bila terdapat
barang dan/atau jasa yang tercantum di dalam e-katalog dan dibutuhkan
oleh BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan dengan melibatkan
Kelompok Kerja pada Unit Layanan Pengadaan dan Pejabat Pengadaan.

(7) Proses pengadaan langsung untuk pengadaan barang dan/atau
jasa/konstruksi dilakukan dengan aplikasi Elektronik Pengadaan Langsung
(e-PL) pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten
Banjarnegara.

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD Puskesmas dan
Laboratorium Kesehatan dilakukan oleh Pejabat Pengadaan/Pejabat
Pembuat Komitmen/Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa.

(2) Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh
Pemimpin BLUD.

(3) Hasil pekerjaan dari Pejabat Pengadaan diperiksa oleh Pejabat/Panitia
Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pejabat Pembuat Komitmen/Unit Kerja
Pengadaan Barang Jasa.

(4) Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditunjuk oleh Pemimpin BLUD.

BAB V
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 6

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai
berikut :
a. pengadaan barang dan/atau jasa/konstruksi dengan nilai sampai

dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan
metode pengadaan langsung dengan bukti pembelian atau kwitansi;

b. pengadaan barang dan/atau jasa/konstruksi dengan nilai
Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan dengan
pengadaan langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa oleh
pejabat pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan
pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa
surat Perjanjian Kerja (SPK/Kontrak Sederhana);



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR ~i 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal l'b - lb - ?t>r~ 

TARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

BUDHI SARWONO 

Ditetapkan di Banjarnegara 
pada tanggal ~ - lO - ;ior~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerab Kabupaten 
Banjarnegara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlak:u pada tanggal diundangkan. 

Pasal 8 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD Puskesmas dan Laboratorium 
Kesehatan yang dilaksanakan sebelum diundangkan Peraturan Bupati ini, 
dilaksanakan sesuar ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa 
pemerintah. 

(2) Perjanjian/kontrak pengadaan barang dan/ atau jasa pada BLUD 
Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan yang ditandatangani sebelum 
berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya 
perjanjian/ kon trak. 

Pasal 7 

BAB VI 
KETENTUANPERALIHAN 

c. pengadaan barang dan/ataujasa dengan nilai diatas Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan metode Tender dengan 
dokumen pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). 

(2) Sistem Pengadaan Jasa Konsultansi : 
a. Pengadaan Langsung dilak:sanakan untuk Jasa Konsultansi yang 

bernilai sampai dengan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah); 

b. Seleksi Umum Pengadaan jasa konsultasi dengan nilai diatas 
Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dilakukan dengan metode seleksi 
umum kepada penyedia jasa konsiltasi yang memenuhi syarat yang 
ditentukan dalam dokumen pengadaan. 

~ . 

BUPATI BANJARNEGARA, 
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